
BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEFUTUSAN BUFATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 479 /KPTSI x\ t2o25

TENTANG
PENETAPAN NOMOR REKENING SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD},
PENDIDIKAN KESETARAAN (eKBM) DAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAn tsxril

KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2026

Menimbang : a.

BUPATI HALMAHERA BARAT,

bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program pendidikan, serta
mewujudkan tata kelola pengelolaan dana satuan pendidikan yang transparan,
efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan adanya
penetapan nomor rekening resmi pada setiap Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Kesetaraan, dan Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Halmahera
Barat sebagai dasar pengelolaan keuangan;
bahwa dalam rangka tertib p,engelolaan rekening $atuan pendidikan serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayad. (1) peraturan pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dilakukan pengelolaan
rekening satuan pendidikan yang tertib melalui suatu sistem pengelolaan yang
dapat dipertangungjawabkan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan Nomor
Rekening Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kesetaraa
(PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Halmahera Barat Tahun
2426;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra
Tingkat ll Dalam Wlayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Menjadi Undang-
Undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pemhentukan Provinsi Maluku
Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan $uta,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku
Utara;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

lndonesia;
6. undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negari;
8. undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintshan Daerah;
L Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan;
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tenlang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan pemrintah Daerah;
11. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2A22bntang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundanfi-
undangan;
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l2.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan;

l4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaandan
Penyelenggaraan Pendidikan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Q19 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional
Pendidikan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik lndonesia
Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;

20. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2A21 tentang Pengelolaan
Rekening Satuan Pendidikan dan Penyaluran Dana Bantuan
Qperasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini, dan Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Nomor 5 Tahun 2019 tentanE
Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Halmahera Barat;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016tentang
Pembentukan Dan susunan Perangkat Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2028
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

24. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

25. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A25;

Surat Usulan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera
Barat Nomor: 420 12327 12025 Perihal: Permohonan Penetapan SK Bupati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Nomor Rekening Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
Pendidikan Kesetaraa (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
Kabupaten Halmahera Bamt Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I, dan Lampiran ll yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
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Nomor Rekening sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
digunakan untuk keperluan operasional satuan pendidikan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan
kepada Daerah dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Barat.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
hahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo
Padatanggal: 19 Ntou

BUPATI BARAT,

S UANG

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik lndonesia di Jakarta,
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta,
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. lnspektur lnspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala BI{AD Kab. Haimahera Barat di Jailolo.

Ass. Bid. Adm. Umurn

Kadis Pendidikan & Kebudayaan

Kabag. Hukum & Orgs
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